
 

 

 

NAGARI SAMBUNGO 

KABUPATEN PESISIR SELATAN 

PERATURAN NAGARI SAMBUNGO 

NOMOR 1 TAHUN 2022 

TENTANG 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI 

TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI NAGARI SAMBUNGO 

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 97 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir 

Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari sebagaimana telah 

diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 

2010,bahwa Wali Nagari wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari; 

  b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiana dimaksud pada huruf a, maka perlu 

menetapkan Peraturan Nagari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom 

Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II 

Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 

tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah 

(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

2755); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dan Korupsidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 

(Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3952); 

  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 

Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 



   

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 57); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa 

(Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6623); 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Desa (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Penetapan dan Penegasan Batas Desa; 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

89); 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa (Berita tentang Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2093); 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1496); 

  16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203); 

  17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana 

Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035); 

  18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum 

Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Repubik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); 

  19. SEB Dirjen Perimbangan Keuangan dengan Dirjen PDP tentang Optimalisasi dan 

Percepatan Pelaksanaan BLT Desa TA 2021; 

  20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata cara 

Pendafataran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan, Pengukuhan 

Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan /atau Pemungutan, Penyetoran, dan 

Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah; 

  21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641); 

  22. Peraturan Menteri Keuangan 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke 

Daerah dan Dana Desa TA 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi 

Corona Virus Didease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya; 



   

23. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di 

Desa; 

  24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 115  Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Nagari Sambungo di Kecamatan Lunang Silaut; 

  25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2  Tahun 2016 tentang 

Nagari; 

  26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari; 

  27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan 

Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan 

Badan Permusyawaratan Nagari; 

  28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya 

Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;  

  29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara 

Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten 

Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara 

Tahun Anggaran 2021; 

  30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara 

Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir 

Selatan Tahun Anggaran 2021; 

  31. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2021 tentang perubahan kedua 

atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara 

Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari  yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja  Daerah Tahun Anggaran 2021; 

  32. Surat Keputusan Camat Silaut No. 800/35/CS-PS/IX-2021 tentang Verifikasi 

Peraturan Nagari Sambungo Kecamatan Silaut tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Nagari Sambungo Tahun Anggaran 2021; 

  33. Peraturan Nagari Sambungo Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kelola Pemerintah Nagari; 

  34. Peraturan Nagari Sambungo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024; 

  35. Peraturan Nagari Sambungo Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari 

berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari; 

  36. Peraturan Nagari Sambungo Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Nagari Tahun 2021; 

  37. Peraturan Wali Nagari Sambungo Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penetapan 

Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Nagari Sambungo Kecamatan Silaut 

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SAMBUNGO 

dan 

WALI NAGARI SAMBUNGO 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 

REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021; 

Pasal 1 

Rincian Realisasi Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Nagari Sambungo tahun Anggaran 2021 sebagai 

berikut: 

No PENDAPATAN   REALISASI 
LEBIH 

(KURANG) 

1. JUMLAH PENDAPATAN Rp. 1.278.166.684,00 1.274.780.967,00 3.385.717,00 

2. BELANJA 

1. Bidang Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

 

Rp. 

 

516.648.677,46 

 

486.625.812,00 

 

30.022.865,46 

 2. Bidang Pelaksanaan 

Pembangunan  
Rp. 594.429.600,00 575.143.600,00 19.286.000,00 

 3. Bidang Pembinaan 

Kemasyarakatan 
Rp. 8.856.00,00 5.200.000,00 3.656.000,00 

 4. Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat 
Rp. 15.498.115,00 14.997.500,00 500.615,00 

 5. Bidang Penanggulangan 

Bencana 
Rp. 76.695.000,00 63.113.100,00 13.581.900,00 

a. JUMLAH BELANJA Rp. 1.212.127.392,46 1.145.080.012,00 67.047.380,46 

b. SURPLUS / (DEFISIT) Rp. 66.039.291,54 129.700.955,00 (63.661.663,46) 

3. PEMBIAYAAN 

Penerimaan Pembiayaan 

 

Rp. 

 

8.960.708,46 

 

8.960.708,46 

 

0,00 

 Pengeluaran Pembiayaan Rp. 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 

 JUMLAH PEMBIAYAAN Rp. (66.039.291,54) (66.039.291,54) 0,00 

  Rp. 0,00 63.661.663,46 63.661.663,46 
 

 

Pasal 2 

Uraian lebih lanjut tentang  Realisasi Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Nagari Sambungo tahun 

Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak 

terpisahkan dari Peraturan Nagari ini. 

Pasal 3 

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

 

 

 

ANGGARAN 

SILPA/TAHUN BERJALAN 



 

 

 

Ditetapkan di : Silaut VI 

Pada tanggal : 6 Januari 2022 

WALI NAGARI SAMBUNGO 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di : Silaut VI 

Pada tanggal : 6 Januari 2022 

SEKRETARIS NAGARI SAMBUNGO 

 

 

 

USWATUL HASAN 

LEMBARAN NAGARI SAMBUNGO 

TAHUN 2022 NOMOR 1. 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini  dalam 

Lembaran Nagari Sambungo. 


